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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai 

sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan 

umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan 

penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, 

kapabilitas, dan akuntabilitas sehingga dibentuklah UU Nomor 15 Tahun 2011 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum. 

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, dalam 

penyelenggaraan Pemilu terdapat 3 (tiga) fungsi yang saling berkaitan yang 

diinstitusionalisasikan dalam 3 (tiga) kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Khususnya mengenai DKPP 

yang menjadi salah satu sorotan dalam penelitian tesis ini, diatur pada pasal 109 

ayat (2)  UU Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:  

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau 
laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota 
KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota 
PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, 
anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu 
Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu 
Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.Dari pasal ini dapat 
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ditentukan siapa saja yang dapat menjadi subjek perkara dan objek yang 
dapat diperkarakan di DKPP. 
 
DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga 

kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, 

anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.1 

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang 

namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. 

DK KPU adalah institusi etik difungsikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan 

pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya tidak begitu 

kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa dan menyidangkan 

hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat Ad Hoc.2DK KPU dari 

sisi kompetensi keanggotaan cukup baik tetapi dari aspek struktural kurang 

seimbang karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali 

dipimpin oleh. Jimly Asshiddiqiedan prestasinya pun tidak mengecewakan publik 

termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif.3Terobosan 

memberhentikan beberapa anggota KPUD Provinsi Kabupaten/Kota memberi 

harapan baru bagi publik pada perubahan. 

                                                
1 Selengkapnya dalam, lihat: UU Nomor 15 Tahun 2011., Pasal 110 Ayat (4).  
2 DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur 

KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan 
oleh DPR dan Pemerintah. Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 
http//www.dkpp.go.id/index.php. Diunduh pada 16 April 2015. 

3http://jimly.com/kegiatan/show/331?page=9.Setelah menjadi ketua Mahkamah 
Konstitusi dan sebelum menjadi ketua DKPP, Jimly adalah ketua DK KPU.Diunduh pada tanggal 
28 Agustus 2015. 
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Institusi ini dibentuk dandiberi kewenangan memberi keputusan final dan 

mengikat, sehingga penyelenggara Pemilu yang diberi sanksi hukum tidak dapat 

membuat upaya hukum lain selain menerima. Pasal-pasal yang mengatur 

keputusan DKPP dimaksud adalah antara lain: yakni Pasal 28 Ayat (3) dan (4), 

Pasal 100 Ayat (1) dan (4), Pasal 112 Ayat (9), (10), (12), dan (13), serta Pasal 

113 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang penyelenggaraan 

pemilu. 

Di antara tugas DKPP adalah menjadikan nilai (Value) sebagai sistem 

norma agar penyelenggaraan pemilu dapat dipercayai masyarakat. DKPP sebagai 

instrument control social dalam sistem berbangsa untuk memberi rasa nyaman 

dan puas bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau juga disebut 

sebagai the believed capacity of any object to statistfy human desire. Negara 

hendak menjadikan Lembaga ini sebagai instrument demokrasi yang mencitrakan 

dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa keberpihakan.4 

DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya 

penyelenggaraan pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik 

tersendiri bagi setiap proses perubahan menuju kearah yang lebih baik dan oleh 

karena begitu mahalnya pemilu maka dibentuklah lembaga khusus secara 

permanen guna melakukan penegakan kode etik agar tujuan menghasilkan pemilu 

yang tidak saja Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)tetapi 

juga menciptakan iklim proses dan hasil yang berintegritas sehingga dengan 

                                                
4Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Raja Grafindo, Jakarta, 

2013, h 87. 
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demikian bangsa ini bisa memilih pemimpin atau wakilnya yang berkualitas dan 

bermartabat.5 

Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan etika kepegawaian orang 

per orang pejabat penyelenggara Pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu DKPP 

menjalankan tugas dan kewenangnya tersebut dengan cara memeriksa dan 

memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara 

Pemilu. Keberadaan DKPP diharapkan sedapat Mungkin mencegah praktik 

Penyelenggara Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Tidak ada  

pilihan lain, selain menjadikan lembaga ini berfungsi sebagai perbaikan moralitas 

bangsa kita. Pemilu Luber dan Jurdil menjadi tanggung jawab kita semua 

terutama Penyelenggara Pemilu, dan oleh karena itu, DKPP dalam menjalankan 

fungsi konstitusionalnya tidak segan-segan mengigatkan bahkan memberhentikan 

anggota KPU dan Bawaslu yang apabila dalam proses pemilihan Umum  terbukti 

melanggar kode etik penyelenggaran Pemilu.6 

Dalam tugas DKPP harus aktif dan responsive terhadap setiap laporan atau 

pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang tentunya tetap mendasarkan diri 

pada standar peraturan dan perundang-undangan. Untuk diketahui, hanya dalam 

dua tahun sejak didirikan, jumlah perkara yang diterima dan telah ditangani DKPP 

berjumlah 1.779 kasus. Dari pengaduan tersebut, 1.065 kasus dibatalkan 

(dismissed) karena tidak memenuhi syarat, disidangkan 1.025 perkara, rehabilitasi 

497 teradu, peringatan tertulis 243 teradu, pemberhentian sementara 13 teradu dan 

                                                
5 Penulis berpendapat, adanya DKPP akan mendorong pelaksanaan Pemilu di tanah air 

jauh lebih baik karena selain ada KPU dan Bawaslu, ada pihak ketiga DKPP yang berdiri untuk 
menegakkan etika penyelenggaraan pemilu. 

6 https://www.academia.edu/8332355/.Diunduh tanggal 20 Maret 2015. 
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pemberhentian tetap 207 teradu. Dari total itu selama 2 tahun ini 50 persen 

terbukti melanggar etika. Berarti kualitas etika penyelenggaraan selama 2 tahun 

ini menunjukkan bukti masih banyak yang bermasalah. 

Sementara jumlah pengaduan yang masuk pasca pemilu legislatif 2014 ada 

547 pengaduan dengan total teradu termasuk yang diadukan komisioner ada 2.696 

orang. Dari jumlah tersebut, perkara yang disidangkan 98 perkara dan banyaknya 

teradu yang diberhentikan tetap pasca Pileg ada 1.056 orang. Adapun jumlah 

putusan pascapileg yang sudah ditetapkan ada 60 perkara, yang diberhentikan 

tetap pasca Pileg ada 81 teradu, yang diberi peringatan ada 82 teradu dan orang 

yang direhabilitasi pasca Pileg 55 teradu.7 

Untuk menjaga kehormatan dan mengawal martabat pemilu yang 

demokratis, DKPP tetap mengawal demokratisasi dalam konteks check and 

balences diantara penyelenggara Pemilu. Sebagai lembaga negara yang baru, 

DKPP sangat penting dimasyarakatkan supaya bisa diketahui publik terutama 

mengenai peran, Tugas, fungsi dan wewenangnya.8 

Banyaknya sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan 

oleh Penyelenggara Pemilu menunjukkan DKPP sudah menunjukkan fungsinya 

dalam mencegah berbagai praktikpelanggaran Kode Etik di dalam pemilu melihat 

realitas yang terjadi.9Namun ada anggapan DKPP terlalu ”ringan tangan” 

                                                
7 http://news.detik.com/read/2014/06/12/142333/2606339/1562/ini-jumlah-perkara-yang-

ditangani-dkpp-terkait-pemilu-selama-2-tahun. Diunduh pada tanggal 20 Juli 2015. 
8Ibid. 
9http;//dkpp.go.id/files/Lay-out OK Newsleter DKPP.Pdf. Diunduh tamggal 02 Juli 2015. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

TESIS             ANALISIS YURIDIS PUTUSAN            M. IKBAL HADJARATI 
 

menyidangkan dan mengadili setiap pengaduan atas pelanggaran penyelenggaraan 

Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).10 

Salah satu putusan DKPP yang paling menarik bagi penulis untuk ditelaah 

adalah kasus pemecatan Ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta Ramdhansyah 

Bakir.Ramdansyah diberhentikan DKPP dari jabatan Ketua Panwaslu DKI Jakarta 

pada 31 Oktober 2012. Dia dinilai tidak netral dalam pilkada DKI Jakarta. Tidak 

lama kemudian juga sejumlah penyelenggara pemilu baik dari unsur KPU maupun 

Panwaslu juga diberi teguran hingga pemecatan seperti halnya Ramdansyah.  

Ramdan merasa pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak fair kerena tidak 

memberi kesempatan bagi terlapor atau tertuduh untuk memberi pembelaan 

hukum lebih lanjut karena keputusan sudah final dan mengikat. 

Kajian ini difokuskan pada sifat putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011, mengenai kasus pemecatan Ketua Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Ramdansyah Bakir.Sifat 

putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang final diartikan 

bahwa sudah tidak ada upaya hukum lain, karena putusan tersebut telah memiliki 

kekuatan mengikat sehingga pihak Ramdansyah Bakir harus tunduk dan taat 

melaksanakan putusan tersebut, walaupun merasa putusan tersebut tidak adil. 

 

 

 

                                                
10http://cetak.kompas.com/read/2012/12/05/02151857/kisruh.penyelenggara.pemilu, 

diunduh tanggal 4 Januari 2015. 
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2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Apa ratiolegis putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

yang bersifat final dan mengikat? 

b. Apakah akibat hukum dari putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, 

terutama dalam hal pemecatan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kepala Daerah DKI Jakarta Ramdansyah Bakir, dapat dibenarkan menurut 

hukum? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diungkap di atas, maka 

tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah bertujuan untuk : 

a. Menganalisis ratio legis yang melatari keputusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dalam kasus pemecatan Ketua Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Ramdansyah Bakir. 

b. Menganalisis akibat hukum dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat, dalam kasus pemecatan 

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 

Ramdansyah Bakir. 
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4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

sumbangan positif bagi kajian ilmu hukum kedepannya, khususnya mengenai 

fungsi penegakan etika hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah 

di Indonesia. 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat 

dan berguna bagi ilmu hukum kedepannya guna mewujudkan  Pemilukada 

yang demokratis. Dalam hal ini Menyangkut Kedudukan Dan Fungsi DKPP 

Dalam Penyelenggaraan Pemilu. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi penegakan hukum dalam 

pelaksanaan Pemilukada oleh lembaga peradilan secara maksimal sehingga 

tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dari pelaksanaan Pemilukada. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Tipe Penelitian 

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), 

yaitu kasus pemecatan terhadap ketua Bawaslu DKI Jakarta Ramdansyah oleh 

DKPP. Menurut Peter Marzuki, dalam menggunakan pendekatan kasus, hal 

yang perlu dipahami adalah mengenai ratio legis dan decidendi yaitu alasan-

alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Oleh 

karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan 
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pengadilan saja, melainkan merujuk kepada ratio legis dan decidendi-nyaatau 

alasan lain hingga majelis hakim dalam sidang DKPP memutuskan hal 

tersebut.11 

 

b. Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan hukum resmi yang sifatnya mengikat, berupa (a) Norma 

Dasar atau Kaidah Dasar yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan Dasar: 

Batang Tubuh UUD 1945, (c) Peraturan Perundang-undangan yaitu: Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan objek penelitian; (d) putusan DKPP dan Mahkamah Konstiutsi 

yang ada relevansinya dengan penulisan dan penelitian ini.12 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti khususnya terkait buku-buku hukum, ilmu 

hukum tata Negara, jurnal-jurnal, makalah, lokakarya, seminar, simposium, 

diskusi, dan hasil-hasil penelitian, majalah/koran, media internet serta risalah yang 

ada hubungannya dengan obyek penelitian ini.13 

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini 

adalah metode studi pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum 

                                                
11Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

edisi revisi cet. ke-9, 2014, h. 158-159. 
12Ibid. 
13Ibid. 
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primer dan sekunder serta tersier.Bahan hukum primer adalah semua peraturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan yang berkaitan dengan judul yang 

dibahas.Sedangkan bahan hukum Sekunder berupa literature, majalah, maupun 

informasi baik dari media elektronika maupun cetak yang mendukung penulisan 

tesis ini. 

Bahan – bahan yang telah dikumpulkan ini kemudian diolah melalui 

seleksi dan klasifikasi untuk menentukan sesuai atau tidaknya bahan tersebut 

dengan pokok bahasan yang dianalisis dalam bahan tesis ini. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari 4 bab, dan untuk memudahkan penulis, maka penulis 

akan membaginya sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang dan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika. 

Bab II merupakan penjelasan umum tentang Undang-undang nomor 15 

Tahun 2011 khususnya tentang Pasal-pasal yang mengatur keputusan DKPP dan 

secara umum mengupas proses putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat yang menjadi tema pemabahasan 

dalam tesis ini. Pada bab ini lebih bersifat menjelaskan ratiolegis keluarnya 

putusan DKPP yang final dan mengingat tersebut. 

Bab III tentang akibat hukum atau implikasi putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam pemecatan ketua Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Ramdansya Bakir. Bab ini juga 
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memaparkan putusan Mahkamah Konsitusi atas uji materi putusan DKPP yang 

diajukan Ramdansah. 

Bab IV merupakan penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan 

pembahasan masalah.Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban atas permasalahan 

dan saran. 

 

 


